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I. UMUM

Tenaga listrik merupakan sumber daya yang penting dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendorong kegiatan ekonomi
untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata secara
materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat arti penting
tenaga listrik tersebut, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan
tenaga listrik dalam negeri, menujang pemenuhan kebutuhan tenaga
listrik dalam negeri, meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan
tenaga listrik dalam negeri, serta meningkatkan pasokan, keandalan
dan efisiensi penyediaan tenaga listrik, perlu pengaturan mengenai
usaha penyediaan tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik lintas
negara. Demikian pula sebaliknya, dalam rangka meningkatkan nilai
tambah dalam pemanfaatan sumber energi dan kemampuan badan
usaha dalam negeri, perlu pengaturan mengenai penjualan tenaga
listrik lintas negara.

Sebagai pelaksanaan jual beli tenaga listrik lintas negara tersebut,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
memberikan kesempatan kepada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta yang
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II.

memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin
pembelian tenaga listrik lintas negara untuk melakukan penjualan

atau pembelian tenaga listrik lintas negara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “setempat” adalah sistem tenaga

listrik di wilayah tersebut.

Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah sistem
tenaga listrik yang berbatasan dengan sistem tenaga listrik di

suatu wilayah tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
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